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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NOMOR GO TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA CARA PEMILIHAN UNSUR PENGARAH 
BADAN PENANOGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

Merimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 
Perda 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu 
ditetapkan tata cara pemilihan unsur pengarah 
pada Badan Penanggulangan Bencana 

DaerahKabupaten Jepara; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu 
ditetaplan dengan Peraturan Bupati. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pererintahan Darah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberape kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noror 4438; 
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penaggulangan Bencana (Lmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tam baha Lebaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723), 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraruran Perundang-undangan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noror 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Ne ga ra  Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741J; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2I Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraruran Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4829; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam 
Peranggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 48301; 
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Peraturan Presden Nomor I Tahun 2007 tentang 
Pergesaha, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Darah Kabupaten Jepara Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Lrusan Pererintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daera.h 

Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor IT 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 
Lem baran Daera.h Kabupaten Jepara Nomor 15). 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG TATA CARA 
PEMILIHAN UNSUR PENGARAH BADAN 
PENANOGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN 
JEPARA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
•  Deerah  adalah Kabupaten Jepara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsuar penyelenggara pemerintahan daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Jepera; 
4. Belretaris Deerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Jepara. 

6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jepara 
adala.h seranglcaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

7. Daerah rawan bencane adalah daerah yang merihiki kondisi atau 
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, 
sosial, budaya, politik, ekonori, dan teknologi pada suatu wilayah 
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapa kesiapan, dan mengurangi 
kerampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

8. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukan perihihan calon angota tunsur 
pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan 
atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam perilihan 
calon anggota unsur pengarah penangulangan bencana. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, TUGA DAN FUNGSI UNSUR PENGARAH 

Pusal 2 

Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disc but 
Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungiawab langung 
kepada Kepala BPBD. 

Pasal 3 

Unsur Pengarah mempunyai tugas membenikan masukan dan saran 
kepada Kepala BPBD dalam penangulangan bencana. 

Pesa] 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Unsur Pengarah menyelengkaralean fungi ; 
a. perurusan kebijakan penangulangan bencanadacrah; 
b. pemantauan; 
c. evaluasi dalam penyelenggaraan penangulangan bencana. 

BAB II 

KEANOOOTAAN UNSUR PENGARAH 

Pasal 5 

Unsur Pengarah terdiri dani Ketua dan Anggota dengan susunan sebagai 
berikut : 

a. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, 

b. Anggota unsur pengarah berasal dari: 
I] lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas 

terkait dengan penanggulangan bencana. 
2) masyarakat profe iional yakni dari pakar, profesional dan tokoh 

masyarakat di dae rah .  

c. Jumlah Anggota Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Jepara berjumlah 
9 (sembilan) angota, terdiri dani 5 (lira) pejabat instansi/lembaga 
pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat 
profesional di dae rah .  

Pasal 6 

Anggota unsur pengarah dani instansi/lembaga pemerintah daerah 
terdiri dari :  

Dias  Bina  Marga, Pengairan dan ESDM, 
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, 
Dinas Sosial, Tenaga erja dan Transmigrasi, 
Badan Pemberdayan Masyarakat dan Desa 
Satpo! pp 
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BAB IV 

MEKANISME DAN PERSYARATAN PEMILIHAN UNSUR PENGARAH 
DARI MASYARAKAT PROFESIONAL 

Bagan Kesatu 

Mekanisme 

Pasal 7 

Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan 
berdasarkan pro se d ur  perilihan  dan seleksi. 

Bagian edua 

Persyaratan 

Pasal 8 

Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional 
adalah sebagai berikut : 
a) Warga Negara Indonesia 
b) Sehat jasmani dan rohani 
c) Berkelakuan baik 
d) Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi­ 

tingginya 60 (enam puluh) tahun 
e) Memiliki wawasan kebangsaan 
f Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam 

penanggulangan bencana 
g) Memiliki integritas tinggi 
h) Non-partisan 
i) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, 

kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang. 
j) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang 

bersangkcutan. 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran dan Seleksi 

Pasal 9 

(l) Pendaftaran dilakeukan dengan memberikan kesempatan kepada 
masyarakat dan diumumkan melalui media. 

(2) Pendaftaran dan selelsi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang 
ditunjuk/ditetaplan oleh Kepale BPBD. 

Pasal 10 

Penyampaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(2), adalah sebgai berikut: 
(lLembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala 

BPBD Kabupaten. 
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(2) Kepala BPBD Kabupaten mengsullan 8 (delapan) calon an. 
unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil perilihan, le pu d  
Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah an .g  
unsur pengarah dari masyaralat profesional, untuk dilakculoan 

kepatutan oleh DPRD Kabupaten. 

(3) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan 
dan uji kelayakan diampailan oleh DPRD kepada Bupati untuke 
ditetaplan sebagar angsota unsur pengarah penanggulangan 
bencana secara definitif. 

(4)BPBD mengumumlan lepada masyarakat luas hasil uji kepatutan 
melaui media. 

Bagian Keempat 

Penetapan dan Masa Jabatan 

Pasal IL 

(I) Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Bupati. 

(2 Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga 
pemerintah dae rah  dilakukan  sesuai dengan peraturan perundangan. 

(3) Mase jabatan angota unsur pengarah darni masyarakat profesional 
selama 5 (lima) tahun. 

Bagian Kelira 

Pemberhentian Ang8ota 

Pasad 12 

(l4 Pemberhentian angsota unsur pengarah dani lembaga/instansi 
pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional 
dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari 
DPRD Kabupaten Jepara 

Bagan Keenam 

Pergantian Antar Waktu 

Pasal 13 

tl)Pergantian antar waktu angsota tnsur pengarah dilakukan karena 
alasan sebagai berikut : 
a. meninggal dunia. 
b. tidak lagi menduduki jabatan di instansiya bagi pegawai negeri 

sipil dan anggota TNI/ Polri. 
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c. mengundurkan dini sebagai anggota unsur pengarah atas 
kemauan sendiri. 

d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah 
dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah 
mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
tetap. 

(2) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga 
pemerintah harus berasal dari instansi/lembage yang diwakilinya. 

(3) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal 
dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji 
kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal a8 tao 2o 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal A sr low Re 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011  NOMOR AA 


